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I. Pendahuluan

Sajian segenggam ini disusun dalam rangka ikut mem
berikan sumbang-saran Lokakarya Nasional tentang ‘“Per-
lindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya da
lam Sistem Peradilan Pidana” yang diselenggarskan atsas
kerjasama Ysyasan Pra Yuwana, Yayasan Lembaga Perlindu-
ngan Anak dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum UI pada tanggal 12 Juni 1995 di Jakarta.

Sajian segenggam ini berupaya untuk menyajikan po-
kok bahasan sekitar peran orang tua dalam upaya pengim-
plementasian hak-hak anak dan penanganan anak bermasa-
lah ditinjau dari saspek perundang undangan yang berla-
ku. _

Adalah merupakan hal yang menarik untuk diperhsti-
kan bagaimana suatu proses perubahan sosial yang tengah
terjadi ikut berpengaruh terhadap pola-pola hubungan ke
lusrga beserta lembaga-lembaga pendukungnya serta tata
nilai kekeluargaan di masyarakat. Pola-pola hubungsan ke
luarga yvang sebelumnya telah mapan (established) terpak

sa mengalami pemudaran sebagal akibat adanya pola-pola

*) Hakalah diperuntukkan bagi Lokakarya Nasional Perlindu
dungan Anak dalan Masyarakat serta Pelaksanaannysa da-
lam Sistem Peradilan Pidana Anak, tanggal 12 Juni 1885
di Jakarta,

**) Penyaji adalah Pengasuh Mata Kuliah Kriminologi dan Hu
kum Pidana Anak di Fakultas Hukum URDIP, Semarang



II.

dan tats nilai kekelvargasan "baru” yang timbul sebagai
akibat adanys perubahan sosial tadi.

Kemajuan IPTEK dan gerakan-gerakan sosial (social-
streams) baru, sering harus bertemu muksa tanpa saling
menggamit dengan tata nilai kekeluargsasn lama yang su-
dah mapan. Mereka saling bersaing untuk mempengaruhi ma
syarakat, saling berebut tempat di hati masyarakatnys,
dan bila keduanya sama-sama kuat pengaruhnys, maka si-
tuasi disorganisasi sosial lah yang muncul di permukaan
Kalau ini yang terjadi, maka biasanya akan diikuti de-
ngan berbagai masalah sosial yang lain, seperti pening-
katan angks perceraian, kenakalan anak/remaja dan seba-
gainya. !

Yang menarik untuk diperhatikan dalam kaitan ini,
ialah bahwa dalam pembicaraan tentang Hak-hak Anak dan
Implementasinysa, PBB melalui Resolusinya No. 44/25 ter-
tanggal 5 Desember 1889 tentang Convention of the
Rights of the Child, menyatakan dengan tegas bahwa im~
plementasi resolusi tersebut (hak-hak anak) ini pertama
tama yang diserahi tangggungjawab adalah orang tus. Ini
berarti, Badan Dunia itu masih tetap beranggapan bahwa
anak yang berada dalam asuhan dan bimbingan orang tus
(vang baik) skan lebih memperoleh jaminan akan perlindu
ngan hak-haknyva, ketimbang anak yang tidak berada dalam
asuhan dan bimbingan orang tuanya.

Uraian di sekitar masalash itulah yang ingin dikete
ngahkan dalsm sajian segenggam ini, mudah-mudahan ssji-
an ini ada manfaatnya sebagai bahan renungan para pemer
hati perlindungan hak-hak anak di1 masyarakat pada umum-
nya dan anak-anak bermasalah pada khususnya.

Etos Moral bagi Anak.

_"Cara suatu masyarskat memperlakukan anak, tidak hanya

mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi
dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepeka-
annya akan rasa keadilan, komitmentnya pada masa depan
dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bang-
sanya."” (Javier Perez de Cuellar, 1987)



Kntipan ini sendais cdikedepankan untuk menjadi re-
nungan awal dan “"kacs brenggals”, dalam arti sampai se-~
berapa jauh kepekaan kitas akan rasa keadilan, dan komit
ment kita pada masa depan dan pentingnya peranan anak
sebagal generasi penerus bangsa. "Anak Polah Bapa Repra
dah" demikian ungkapan adiluhung yang dimiliki bangssa
kita vang terkenal "lembah msnah”, "“sabar dan tawakal"”
menghadapi masalah anak.

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat stau
bangssa itu paling mudah dapat dilihat dari berbagsai pro
duk persturan perundangan vang menyangkut ‘perlindungan
hak-hak anak, dan manskals penelusuran tentang berbagai
peraturan perundang-undangan itu menghasilkan kesimpul-
an bahwa di sustu masyarakat telah memiliki perangkat
peraturan perundangan ysng memsadai, maka perhatian se-
lanjutnya perlu diarahkan pada pencarian informasi ten-
tang penegakan peraturan perundsangan itu dalam konteks
perlindungan hak-hak di masyarakat.

Dalam pembicaraan yang disebut terakhir, masalah-
nya lalu tidak sesederhana seperti yang diungkapkan ter
dahulu, oleh karena kajiannya lalu meliput cakupan yang
cukup luas dan bahksn mungkin kompleksitasnya tinggi.
Qleh karens dalam konteks penegakan peraturan perundang
an tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait di
dalamnya masalah Politik Sosial dan Politik Kesejahtera
an Anak vang berlaku atau diberlakukan di suatu masyara
kat atau negara pada satu pihak dan kondisi sosiokultur
al masyarakat di mana peraturan itu berada pada lain pi
hak. Urasian ini akan lebih menampakkan rinciannya di ba
gian belakang paparan ini. (Lihat uraian Beijing Rules)

Konvensi Hak Anak 1889

Direktur Eksekutif UNICEF dalam rangka menyambut
kehadiran Konvensi Hak Anak 1988, menyatakan bahwa Ron-
vensi ini dapat dipandang sebagai dasar pijakan Etos Mo
ral bagi Anak. |



Konvensi  Hak Anak 1080 (Convention ot the Rights
of the Child) untuk selanjutnyas sebut saja Konvensi, di
sepakati dalam sidang Majelis Umum PBB ke 44 dan kemudi
an dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 De-~
senber 1888. Konvensi ini tidak dapat dilepaskan dengan
berbagai usaha masyaraksat internasional sebelumnys di
bidang anak, mulai dari Deklarssi PBB tentang Hak~hak
Anak 1958 dan Deklarasi PBB tentang Tahun Anak Interna-
sionsal,

Secara ringkas Konvensi ini mengandung misi (a) pe
negasan hak-hsak anak; (b) perlindungan anak oleh negara
(c) peranserta berbagai pihak (masyarakat/negara/swas-~
ta) dalam menjamin penghormatan hak-hak anak. Dari segi
struktur RKonvensi ini terdiri dari tigs bagian, vakni
(a) Preambule; (b) Substansi; dan {(c¢) Mekanisme Penerap
annya. Keseluruhan terdiri dari 54 pasal terkelompokkan
menjadi tigae bagiasn. Bagian I terdiri dari 41 pasal; Ba
gian II terdiri dari 4 pasal dan Bagian III terdiri da-
ri 8 pasal. Untuk selanjutnya dalam sajian ini hanya di
ketengahkan beberapa ketentuan yang dipandang erat ber-
kaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan,
yaitu tentang Hak-hak Anak dan Kewajiban Orang Tua ter-
hadap Anak.

Dalam Preambule ditemukan pokok-pokok pikiran vyang
mengetengahkan antara lain (a) pengakuan bahwa anak de-
mi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus
tumbuh kembang delam lingkungan keluarga, dalam suasana
bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian; (b) Sebagai
mana ketentuan dari Deklarasi Hak-hak Anak, anak dengan
berbagai alasan kekurangmatangan fisik dan mentalnya
membutuhkan perhatian dan penjagaan-khusus, termasuk ke
butuhan akan perlindungan hukum baik sebelum atsu sesu-
dah kelahirannys; dan (e¢) Dengan tidak mengabaikan pen-
tingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural dari
setiap bangsa, sejauh menyangkut perlindungan dan per-

kembangan harmonis anak.



Pasal 1 Konvensi, Ansk adalah seseorang yang beru-
sia di bawah 18 tahun, kecuali hukum nasional menentu-
kan usia sendiri. Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa se-
mua tindakan yang ditujukan pada anak harus mempertim-
bangkan seluruh kepentingan anak. Negara harus memperha
tikan dan bila perlu mengambil langkah-langkah bila ter
nyata orang tua atau pihak lain yang diserahi tanggung-
jawab gagal melakukan peranannysa sebagai penjaga kepen-
tingan anak. Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa negara
harus menghormati hak-hak dan tanggungjawab orang tua
dan keluarganya yvang lain (extended family) untuk menjia
ga anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 19 KXonvensi,
Negara harus melalukan langkah-langkah vang berupa anta
ra lain, penyusunan program-program di bidang peraturan
perundang-undangan, administratif, pendidikan dan sosi-
al guna melindungi anak dari semua tindakan yang berupa
kekerasan baik secara fisik maupun mental, penyalahguna
an, penelantaran, eksploitasi (termasuk penyalahgunaan
seksual), oleh orang tua atau pihak lain yang diserahi
tanggungjawab. Negara harus pula menyusun kebijakan-ke-
bijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terja-
dinya tindak kekerasan oranag tua baik secara fisik mau
pun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban
kekerasan fisik dan mental itu. Pasal 27 Konvensi, se-
tiap anak memiliki hak menikmati kehidupan sesuai de-
ngan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan
kemasyarskatannya. Orang tua bertanggungjawsb bahwa
anak telah memiliki standard kehidupannya sesuai dengan

ketentuan di atas.

Beijing Rules (Resolusi PBB No. 40/43)

Kalau di atas dikemukskan ketentuan-ketentuan yang
merupakan perwujudan atensi masyarakat internasional da
lam kaitannya dengan kesejahteraan anak pada umumnysa,
naka dalam sajian berikut ini ingin diketengahkan keten
tuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan
hak-hak anak bermasalah (khususnya yang berperilaku de-



linkuen atau kejahatan). Ketentuan internasiohal vang
mengatur tentang azas-azas dan prinsip-prinsip dasar pe
nyelenggaraan Peradilan Ansk itu tertuang dalam Resolu-
si PBB No. 40/43, "UN Standard Minimum Rules for the Ad
ministration of Juvenile Justice” (SMR-JJ) atau sering
lebih terkenal dengan Beijing Rules. Disebut demikian,
karens penyusunan draftnya berlangsung dalam suatu per-
temuan persispan antar regional pada tanggal 14-18 Mei
1984 di Beijing. Draft itu kemudian memperoleh legitims
si keberlakuannya dan dituangkan dalam Resolusi PBB No.
40/43 dalam Konggres PBB ke VII di Milan, pada tanggsal
29 November 1985. (Barda Nawawi, 1889 : 5)

Resolusi ini terdiri atas enam bagian, yakni (a)
Azas Dasar; (b)) Penyidikan dan Penuntutan; (¢} Ajudika-
si dan Disposisi; (d) Pembinaan Luar Lembsaga; (e) Pembi
naan dalam Lembaga dan (f) Perencanaan, penelitian, pe-
nyusunan RKebijakan dan Evaluasi. |

Kaidah I.1 dan 1.2 menekankan pentingnya kebijakan
sosial yvang konstruktif sustu Negara, sehingga anak ter
hindar dari kenakalan dan kejashatan. Kaidah I.4 menekan
kan azas bahwa Peradilan Anak merupakan bagisn integral
dari Keadilan Sosial. Kaidah 2.2, menyataksn bahwa yang
dimaksud dengan Juvenile Offender ialsh seorang anak/pe
muda \?ﬁng dipersalahkan telah melakukan atau didapati
telah melakukan kejahatan. Mengenai batasan umur dise-
rahkan pada hukum nasional dan kondisi sosiockultural
negara anggota, namun yang penting dalam hal ini isalah
perlunya dirumuskan batasan umur pertanggungjiawsban pi-
dana. Batasan umur ini tidak boleh ditentukan terlalu
rendah, apalagi tidak ditentuksan sama sekali. Rumusan
batasan ymur harus disesuaikan dengan tingkat kematang-
an kejiwaan anak dalam konteks sosiockultural masyarakat
negara anggota. Kaidah 5.1 menentukan bahwa tujuan dari
Sistem Peradilan Anak, adalah kesejahteraan anak dan
pemberian Jjaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku
kenakalan/kejahatan, selalu memperhatikan proporsionali
tas sesuai situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya.



IIT.

Etos Horal bagi Anak di Indonesia

Untuk melihat pengimplementasian Etos Moral bagi
Anak di Indonesia, indikator paling mudah dalam kaitan
dengan masalah itu ialah sistem perundang-undangan kita
vang menyanghkut perlindungan Hak-hak anak pada umumnya
dan anak bermasalah pads khususnya. Di dalam uraian be-
rikut tidak semua ketentuan perundang-undangan dikemuka
kan melainkan hanya diketengahkan beberapa contoh seba-
gai bahan renungan awal.

Undang-Undang No.4/1878 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.4/1979 disahkan pada tanggal 23
Juli 1879 dan dimuat dalam LNRI No.32 tahun 1878. Seca-
ra keseluruhan UU ini terdiri atas 5 bab, dan tersusun
atas 19 pasal. Adapun bsab-bab wvang diatur meliputi (a)
Bab 1 tentang Ketentuan Umum {pasal 1); (b) Bab II ten-
tang Hak Anak (pasal 2; 3; 4; 5; 6; 7 dan 8); (¢) Bab
I1I tentang Tanggungjawab Orang Tua terhadap Kesejahte-
raan Anak (pasal 9; dan 10); (d) Bab IV tentang Usaha-
usaha Kesejahtersaan Anak (pasal 11; 12; dan 13) dan (e)
Bab V tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Untuk selanjutnya sesusai dengan pokok bahasan, di-
ketengahkan ketentuan-ketentuan yang dipandang gayut
{relevant) saja. Pertams-tama, tentang pengertian kese-
jahteraan anak. Kesejahteraan Anak adalah sunalu tata ke
hidupan dan penghidupan anak yang dapat neqjanin pertun
buhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara ro-
hani, Jasmani maupun sosial. Yang dimaksudkan dengan
Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan so-
sial yang ditujukan untuk menjamin terwnjudnya kesejah-
tersan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

dan belum pernah kawin, demikian passl 1 UU ini.*)
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*) Bandingkan dengan pokok pikiran preambule huruf (c)
Konvensi Hak Anak 19889 dan Kaidsh 2.2 Resolusi PBB No.
40/43,pada mana ketentuan internasionsal itu masih membe
rikan tempat bagi nilai-nilai tradisional dan kultural
bangsa atau negara anggota.




Hak Anak, dinyatakan bahwa anak berhak atas kese-
Jjehtersan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wsjar.
Anak Jjuga berhak stas pelayanan untuk mengembangkan ke
mampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas peme-
liharasan dan perlindungan, baik semasa dslam kandungan
maupun sesudah dilashirkan. Anak juga berhak atas perlin
dungan terhadapa lingkungan hidup yang dapat membahsaya-
kan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya de-
ngan wajar. (pasal 2)

Ansk yang mengalami masalah kelakuan, diberi pela-
yvanan dan asuhan yang bertujuan menclongnys guns mengs-
tasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan
perkembangsnnya. |

Tanggungjawab Orang tuva, orang tua adalah yang per
tama-tama bertanggungjawab atas terwujudnys kesejahtera
an anak baik secara rokhani, jasmani maupun sosial (pa-
sal 8). Ini berarti bahwa orang tua bertanggungiawab da
wajib mehelghara dan mendidik anak sedemikian rupa, se-
hingga ansak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang
vang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi
pekerti luhur, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan
berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-ci-
ta bangsa berdasarkan Pancasila. (penjelasan pasal 8).
Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya se-
bagaimana termaktub dalam passl 89, sehingga mengakibat-
kan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembang
an anak dapat dicabut kusssa asuhnya sebagai orang tua
terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini dapat ditunjuk
orang atsu badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh Li
dak menghapuskasn kewajiban orang tusa bersangkutan untuk
tetap membiayai sesuai dengsn kemampuannya, penghidupan
pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pe-
ndembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan kepu-
tusan hakim. (pasal 10).




Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Khusus bagi anak bermaszalah (dalam perilaku sosial
nya) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengaturnya dalam
pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Pasal 45 KUHP menyatakan :

"Dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur (minder
Jarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun
hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikemba-
likan ke pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya
tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supayva yang
bersalah diserahkan kepada FPemerintah, tanpa pidana apa
pun, yaitu jika perbuatan merupaka kejahatan atau salah
satu pelanggaran pasal 489, 490, 482, 486, 487, 503,
505, 514, 517, 518, 526, 831, 532, 536 dan 540 serta be
lum lewat dua tshun sejak dinyatakan salah karena mela-
kan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di
atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pi-
dana."”

Pasal 468 EUHP menyatskan

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah dise-

rahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan da-

. lam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendi-

dikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan

cara lain, atau diserahkan kepada seseorang terten-

tu &atau kepada sesuatu badan hukum, yasyasan atau

lembaga amal untuk menyelenggarakan, pendidikannya,

atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah de

ngan cara lain dalam ke dua hal di atas paling lama
sampal umpur 18 tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetap-
kan dengan Undang-undang.

Pasal 47 KUHP menyatakan :

(1) Jika hakim menjatuhkan pidans, maka maksimuum pida-
na pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi se-
pertiganya.

(2) Jika perbuatan merupaksn kejahatan yang diancam de-
ngan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima be-
las tahun.

(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b
nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.



Apabils ditengok sejenak kajian teoritis, pembica-
raan tentang sistem hukum pidana pads umumnya demikian
juga tentunya sistem hukum pidana anak, di dalamnya ha-
rus terkandung ketentuan-ketentuan yang menyangkut Hu-
kum Pidana Substantif (Hukum Pidana Materiil) Hukum Pi-
dana Prosedural (Hukum Acara/Formil) dan Hukum Pelsksa-
naan Pidana (Hukum Penintensier). Ke tiga unsur itu sa-
tu sama lain saling terkait dan saling menunjang dalam
gerak operasional sistem peradilan pidana.

Bila kerangka acuan pikir tersebut di atas disepa-
kati maka yasng perlu menjadi renungan para pemerhati ma
salah perlindungan hak-hak anak bermasalah (dalam pe-
rilakunya) di Indonesia dewasa ini ialah pertanyaan-per
tanyaan berikut (a) apakah ketentuan 3 pasal RUHP terse
but dapat dianggap sebagai cerminan hukum pidana anak
substantif (materiil) ? (b) kalaupun memang demikian 1la
lu bagaimanakah halnya dengan hukum pidana anak prose-
dural (hukum acaranya) ? dan (c¢) bagaimanaksh puls hal-
nya dengan hukum pidana penitensier anak ?

Apa yang kini terjadi dalam praktek penanganan de-~
linkuensi anak, tampsknya terkesan hanya melandaskan di
ri pada "kesepakatan bersams” antsr instansi penegak hu
kum, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pra Yuwa
na. Misalnya Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta ta-
nggal 15 Juli 1874 tentang Pokok-pokok Pelasksanasan Si-
dang Perkara Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ja
karta, dan Juk-lak Penanganan Anak Delinkuen yang dike-
luarkan ceh Kapolda Metro Jaya khusus berlaku untuk wi-
layah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Mengacn pada seruan Beijing Rules tampaknya apa
yvang kini dilakukan di negeri ini dalam menangani anak
bermasalah, khususnya dalam hal perilakun sosialnya, ma-
sih bersifat fragmentaris, terpotong-potong, belum men-
cerminkan suatu keterpaduan gerak sistemik penanganan
anak bermasalah. Untuk itu rasanya sudah saatnya di In-
donesia difikirkan kehadiran Undang-undang tentang Pera

dilan Anak. "Orok” yang berupa RUU Peradilan Anak rasa-
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Iv.

nya sudah saatnya “"disapih” menjadi Undang-undang.

PERUTUP

Untuk mengakhiri uraian segenggam ini perkenan-

kanlah dalam sajian berikut dikemukakan pokok-pokok pem
hicaraan dari keseluruhan uraisn di atas

1.

Implementasi Hak-hak Anak dan penanganan anak berma-
salah, merupakan pencerminan kualitas rasa iba dan
hasrat untuk melindungi anak, sekaligus mencerminkan
kepekaan terhsdap rasa keadilan, sertas komitment ter
hadap masa depan dan peran anak sebagai generasi pe-
nerus suatu bangsa.

Instrumen-instrumen Internasional dan Perundang-un-
dangan di Indonesia, tampaknya masih memberikan pe-
ran penting bagi orang tua dan wali dalam perlindung
an hak-hak anak di masyarakat.

Implementasi Hak-hak Anak dan Penanganan Anak Berma-
salah memerlukan dukungan Eebijakan Sosial dan Kebi-
Jakan Kesejahtersan Anak vang memadsasi. '
Instrumen-~instrumen Internasional pada satu pihak,
dan nilai-nilai tradisi kultural masyarakat yang me-
nyangkut perlindungan anak dan penanganan anak berma
msalah pada lain pihak, perlu diperhatikan sebagsai
kerangks acuan penyusunan kebijakan sosial dan kebi-
jakan kesejahteraan anak di Indonesis.

Kebijakan perundang-undangan khususnya yang menyang-
kut penanganan anak bermasalah (perilaku sosial) di
Indonesia masih bersifat fragmentaris, belum mencer-
minkan suatu kesatuan sistem penanganan anak berma-
salah secara utuh.

Undang-undang Peradilan Anak merupakan suatu kebutuh
an mendasar dalam rangka menciptakan suatu sistem UU
yvang bulat dalam kerangka perlindungan hak-hak anak

dan pensnganan anak bermassalash di Indonesia.

1
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